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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 188 /KPTS/ITPROV/2020
TENTANG

UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar
(Pungli) dalam Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pemberantasan
Pungutan Liaf Provinsi Sumatera Selatan;

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




KEEMPAT
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KETUJUH

Tembusan :

-

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemberantasan pungutan
liar, perlu dibentuk Sekretariat Utama yang berkedudukan di
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan Nomor 296/KPTS/ITPROV/2019 tentang Unit
Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal & Februari 26e2e
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1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

2. Pimpinan KPK RI di Jakarta

3. Ketua Satgas Saber Pungli di Jakarta

4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang




